
BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU EBU

EKSKLUSIF DI KABUPATEN KEPUIAUAN TANIMBAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

nimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai keberhasilan

pembangunan keaehatan untuk menurunkan angka

kematian bayi dan peningkatan status gizi masyarakat di

Kabupaten Kepulauan Tanimbar, maka perlu dibentuk

Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, periu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Pelaksanaan Program Inisiasi Menyusu Dini Dan Air Susu

Ibu Eksklusif di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

ngingat : 1. Pasal 18 ayat (e) Undang - Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahtm 1992 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahim 1992 Nomor

100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor3495);

3.Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan

Kabupaten Maluku Tenggara Barat  (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor  75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);



Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang

Perlindungnn Anak (Lembaran Negara Republtk Indoneaia

Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4235;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

1441, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia

Nomor 5063);

Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara  Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor  82,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

5234);
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Repubiik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara  Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor  58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor

227, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5360);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang

Pemberian Air  Susu Ibu Ekslusif  (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor  58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

I. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan

Perempuan, Menteri Tenaga Keija dan Transmigrasi dan

Menteri Kesehatan Nomor 48/Mm.PP/XII/2008, Nomor

PER.27/MEN/Xn/2008, Nomor 1177/Menkes/PB/XH/2008

tentang Peningkatan Pemberian ASI selama Waktu Kerja Di

Tempat Kerja;

I. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013

tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui

dan/atau Memerah Air susu Ibu;



16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

450/Menkes/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu

(ASI) secara Eltsfclnaif pada Bayi di Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:   PERATURAN  BUPATl   TENTANG  PELAKSANAAN

PKOGRAM INISIASI MENYUSU DlNl DAN AIR SUSU IBU

EKSKLUSIF DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PCraluran Bupati jni yang dimaksudkan dengan:

1.Bupati adalah Bupati Kepulauan Tanimbar,

2.Daerah adalah Kabupatcn Kepulauan Tanimbar,

3   Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah aebagai Unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah,

4.Pembangunan Daerali adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan

dan pemhangunan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar,

5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengeloia anggaran

dan barang daerah,

6.Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di

bidang kesehatan,

7.Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan kesehatan di daerah,

8.Kepala Dinas  adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan

kesehatan di dacrah,'

12.Peraturan Menteri  Kcsehatan Nomor  39 Tahun 2013

tentang Susu Formula Bayi dnn Produk Bayi lainnya;

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tent&ng Perubahan Atas ^^^raturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentultan Produk

Hukum Daerah;

14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor  04 Tahun 2019

tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Felayanan Dasar

pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di

Kabupaten/Kota;

15.KeputusanMenteriKesehatanNomor

131/ Menkes/ SK/X/2004  tentang  Sistem Kesehatan



9.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam

bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan

melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis  tertentu

memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan,

10.Tenaga kesehatan iainnya adalah setiap tenaga kesehatan selain tenaga

kesehatan sebagaimana dimaksud pada nomor 8, seperti ahli gizi,

sanitarian dan penyuluh kesehatan raasyarakat,

11.Pasilitas peiayanan kesehatan adalah suatu alat da" atau tempat yang

digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik

promotif,  prefentif,  kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat,

12.Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan terbaik dan paling sempurna bagi bayi

karena mengandung zat gizi paling sesuai untuk pertumbuhan dan

perkembangan bayi,

13.Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah air

susu ibu yang diberikan kepada bayi 0 sampai 6 bulan tanpa tambahan

cairan lain seperti susu formula, sari buah, madu, air teh, air putih dan

lain-lain serta tanpa tambahan makanan padat seperti buah - buahan,

bubur susu, biskuit, bubur naai, tim, kecuali obat dan vitamin atas

rekomendasi tenaga kesehatan yang berkompeten,

14.Inisiasi Menyusu Dini ^eariy initiation) yang selanjutnya disingkat IMD

adalah proses memberikan bayi dapat menyusu sendiri segera setelah lahir

dengan cara langsung meletakan bayi didada ibu, kontak kulit dengan

kulit miniraal 1 jam.

15.Makanan Pendamping Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut MP-ASI

adalah makanan atau minuman yang mengandung zat gizd, diberikan

kepada bayi atau anak usia 6-24 bulan guna memenuhi kebutuhan gizi

selain dari ASI,

16.Susu Formula adalah susu yang berupa cairan atau bubuk dengan

formula tertentu,

17.Ruang Laktasi adalah ruang khusus yang digunakan untuk kegiatan

menyusui, memerah dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana

dan prasarana, minimal meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan dan

tempat menyimpan ASI perah.

18.Tempat - tempat umum adalah tempat - tempat yang biasanya digunakan

oteh  masyarakat untuk beraktifitas,  meiiputi   tempat  ibadah, pasar

tradisional, maupun swalayan, mall, terminal, station kereta api, hotel,

tempat wisata dan sebagainya,

19.Klinik laktasi adalah ruang laktasi difengkapi dengan tenaga, sarana dan

prasarana untuk memberikan konseling laktasi,



20. Instittiai adalah lembags atau instanai baik milik pemerintah maupus

swasta,

21-  Organisasi profesi adalah organisasi profesi di bidang kesehatan,

22.Lembaga Swadaya Peduli Kesehatan adalah organisasi nonpemerintah

(nongovemmenial Organizations/ NGOs) sebagai sebuah lentbaga sosial

yang peduli terhadap masalah - masalah kesehatan,

23.Konseling laktasi adalah proses memberikan bantuan yang dilakukan oleh

seorang konselor laktasi kepada individu/keluarga secara sistematis agar

dapat membantu dirinya sendiri dalam mengatasi mgantoh menyusui dan

pengambilan keputusan,

24.Pusat Pelayanan terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah upaya

kesehatan yang dilaksanakan oleh masyarakat untuk memberdayakan dan

memberikan kemudahan  terhadap  masyarakat   guna memperoleb

pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak balitanya,

25.Kelas Ibu hamil adalah kelompok belajar ibu - ibu hamil,

26.Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber

daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi

masalah -masalah kesehatan, beticana dan kegawatdaruratan kesehatan,

secara mandiri,

27.Kelompok Pendukung Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat KP-ASI

adalah kelompok masyarakat yang dibentuk untuk mendukung ibu hamil,

ibu melahirkan serta ibu menyusui dalam melaksanakan program IMD dan

ASI Eksklusif.

BABII

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal2

Maksud pembentukan Peraturan ini adalah untuk meningkatkan peran serta

keluarga, masyarakat, pemerintah, swasta Lembaga Swadaya Masyarakat

dalam melaksanakan Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air susu Ibu

Eksklusif.

Pasal3
(1)  Tujuan IMD adalah:

a.kontak kulit dengan kulit yang membuat ibu dan bayi lebih tenang.

b.Saat  IMD bayi menelan bakteri "baik" dari kulit  ibu yang a.kan

membentuk koloni di kulit dan usus bayi aebagai perlindungan diri.

e. Kontak kulit dengan kulit antara ibu dan bayi sehingga meningkatkah

ikatan kasih sayang ibu dan bayi;

d.Mengurangi perdarahan setelah melahirkan; dan.

e.Mengurangi terjadinya anemia



(2) TujuanPemberianASIEksklusifadalah:

a.memberikan nutrisi yang ideal bagj bayi;

b.meningkatkan daya tahan tubuh bayi;

cmeningkatkan kecerdasan bayi;

d.Meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi;

e.hfciuarangkun kehamilan"

f.Mempercepat Rahim kembali ke ukuran sebelum hamil;

g.Mempercepat berat badan ibu kembali ke ukuran sebelum hatnii;

h.Mengurangi kemungkinan tbu menderita kanker payudara dan indung

teiur,

i.Menghemat pengeluaran temtama untuk pembelian susu formula;

j.Tidak merepotkan dan hemat waktu;

k.Mudah didapat dan praktis; dan

1.Memberikan kepuasan bagi ibu.

BABm

RUANG IJNGKUP DAN KUNIK LAKTASI

Pasal4

(1)Setiap fasilitas sarana pelayanan kesehatan wajib menyediakan kHnik

taktasi guna mendukung keberhasitan Program IMD dan ASI Ekslusif.

(2)Tempat-tempat umum dan perkantoran/instansi, baik milik pemerintah

maupun swasta wajib menyediakan rueng laktasi guna raendukung

keberhasilan pelaksanaan ASI Eksklusif.

(3)Syarat ruang laktasi adalah:

a.Suatu ruangan yang terletak di tempat yang strategis sehingga mudah

diakses oleh masyarakat;

b.Merupakan ruangan tertutup, bersih, lantai kedap air dan tersedia

penerangan yang cukup untuk raelakukan kegiatan iaktasi;

c.Adanya sirkulasi udara yang cukup memadai;

d.Terscdia fasilitas air mengalir atau tempat cuci tangan, dan dilengkapi

dengan sabun; dan

e.Kelembaban dan temperatur udara cukup nyaman bagi penghuni

(4)Kelcngkapan alat daiam ruang laktasi sebagairoana dimaksud pada ayat (1)

terdiridari:

a.Tempat sampah tertulup'

b.Meja;

c.Tempat dudiik;

d.Identitas ruangan dan / atau tanda penunjuk arah ruangan;



e.Media, sosialisasi, promosi, konseling dan tempat untuk, menyimpan

ASI perah berupa termos atau lemari es pada ruangan laktasi di

fesilitas pelayanan; dan

f.Termos dan lemari es untuk menyimpan ASI perah pada raang laktasi

di instansi pemerintah.

(5) Fasilitas pelayanan kesehatan wajib tnenyediakan tenaga kesehatan untuk

memberikan konseling laktasi.

BABIV

PELAKSANAAN PHOGRAM IMD DAN ASI EKSKLUSIF

Pasal5

(1)Koordinator pelaksanaan Program IMD das ASI Eksklusif adalah Dinas

Kesehatan.

[2)Pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan meialui;

a.Peiaksanaan IMD;

b.PemberianASIEksldusifsejaklahirsampeibayiberasiaebulan;

c.PemberianMP-ASIsejakbayiberusiabbulan;

d.Penerusan Pemberian ASI sampai anak berusia 24 bulan atau iebih.

Pasal6

(1} Peningkatan peran serta masyarakat organisasi sosial kemasyarakatan,

Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Kesehatan, pihak swasta dan dunia

usaha dalam penyebariuasan Program IMD dan ASI Eksklusif dalam

Komunikasi Informasi Edukasi (KIEJ melalui:

a.Optimalisasi Posyandu dan Desa Siaga;

b.Pembentukan kader, motivator, konselor dan fasilitator ASI;

c.Pembentukan KP - ASI dan kelas Ibu hamil; dan

d.Fasilitasi gerakan masyarakat pendukung IMD dan ASI Eksklusif.

(2)Promosi IMD dan ASI Eksklusif melalui media Komunikasi Informasi

Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membentuk

opini positif masyarakat tentang ASI.

(3)Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui

media KIE antara lain:

a.Menggunakan media massa, yaitu media cetak, media elektronik, media

luar  ruangan  (Spanduk, Billboard  Baliho  dll) maupun media

tradisional; dan

b.Memanfaatkan potensi budays, kegiatan sosial kemasyarakatan dan



(1)Langkah yang diambil Pemerintah Daerah dalam upaya pelaksanaan

Program IMD dan ASI Eksklusif adalah dengan meningkatkan advokasi,

sosiatisasi, koordinasi tintas sektor terkait dan membentuk jaringan kerja

(2)Dalam rangka menyukseskan program IMD dan ASI Eksklusif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Insliiusi wajib:

a.Memberi perhatian secara khusus pada karyawati yang hamil dan

b.Memberikan kesempatan karyawati untuk memberi atau memerah ASI

dcngan menyediakan waktu, fasilitas, dan sarana untuk menyusui; dan

c.Memberikan hak cuti bagi ibu yang sedang hamil alau mclahirkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PasaI8

Fasilitasi pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan dilaratig mempromosikan,

menganjurkan membeli susu formula, membekali ibu bersalin dengan produk

susu formula baik secara langsung maupun secara tidak langsung dan

menerima bantuan dalam bentuk apapun dari produsen susu formula.

Pasa!9

Untuk mendapatkan izin Operasional fasiiitas petayanan kesehatan dan izin

praktik tenaga kesehatan harus dilengkapi dengan surat pernyataan

mendukung dan menyediakan fasilitasi IMD d"" ASI Ekaklusif sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang - undangan.

BABV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(l)Bupati melaksanakan pembtnaan dan pengawasan Program IMD dan ASI

Esklusif dengan membentuk Tim Pembina dan Pengawas Program IMD dan

ASl Eksklusif yang terriiri dari unsur pemerintah riaerah, nrganisasi prnfesi,

organisasi sosial kemasyarakatan dan lemba^ swadaya masyarakat di

bidang kesehatan.

(2) Tim Pembina Hn Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas

untuk:

a.  Melaksanakan sostalisaai kepada masyarakat dan sehiruh komponen

yang terkait;



BagianKesatu

Pembinaan

Pasal 11

(1) Pembinaan diarahkan untuk:

a.Memeituhi kebutuhan setiap orang untuk melt1"11""! IMD da" ASI

Eksklusif;

b.Menggerakan dan melaksanakan Program IMD dan ASI Eksklusif;

c.Memfasilitasi  tenaga dan  fasilitas  pelayanan kesehatan untuk

melaksanakan progrem IMD dan ASI Eksklusif;

d.Melindungi sctiap bayi untuk mendapatkan IMD d" ASI Eksklusif; dan

e.Melindungi setiap ibu untuk melakukan IMD dan memberikan ASi

Eksklusif.

(!2)  Pemhinaan sebagaunana dimaksud pada ayat fl) dilaksanakan melalui :

a.Komunikasi,  informasi,  edukasi,  sosialisasi,  dan pemberdayaan

masyarakat; dan

b.Pendayagunaan tenaga kesetmtan, tenaga kesehatan lainnya, dan

fasilitas pelayanan kesehatan.

BagianKedua

Pengawaaan

Pasal 12

Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 menunjukan

adanya dugaan dan atau patut diduga adanya pefanggaran berjasa dalam alam

pelaksanaan Program IMD dan ASI Ekaklusif, Tim sebagaimana dimaksud

dalam pasal 10 dapat melaporkan kepada pihak berwenang sesuai dengan

ketentuan peratursn perundang undangan.

b.Melaksanakan pembinaan terhadap fasilitas peiaysnan kesehatan,

tenaga kesehatan, dan tenaga kesehatan lainnya;

c.Melaksanakan pengawasan tcrhadap masyarakat, tenaga kesehatan,

dan faailitas  peiayanan  kesehatan yang berhubungan dengan

pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif; dan

d.Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan IMD dan A^I

Ekskiusif.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

administrasi,  aspek teknis kegiatan, pelaksanaan dan hasil keluaran



Pasal 13

(1)Dalarn rangka Pembinnan, Etupati dapat memberikan penghargaan kepada

setiap orang, instansi, perkantoran dan tempat-tempat umum yang telah

berjasa dalam pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif.

(2)Penghargaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati

atas usulan dari Tim Pembina dan Pengawasan Program IMD dan ASI

Eksklusif atau Dinas Kesehatan.

(3)Jenis  Pengtmrgaan sebagaimana dimaksud pada ayat  (I)  disesuaikan

dengan kemampuan keuangan ^^merintah Daerah.

BagianKedua

Sanksi

Pasall4

(1)Dalatn rangka pengawasan, Bupati dapat memberikan sanksi kepada setiap

orang atau tnstitusi yang telah meiakukan pelanggaran dalam pelaksanaan

Program IMD dan ASI Eksklusif.

(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat [1) diberikan oleh Bupati atas

usuian dari Tim Pembina dan Pengawas Program IMD dan ASJ Eksklusif.

(3)Sanksi sebagaimnna dimaksud pada ayat  (1)  dapat  diberikan secara

langsung oleh Bupati melalui Satuan Keija Peran^rat Daerah terkait,

(4)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalah tindakan administratif

yang berupa:

a.Peringatan secara lisan;

b.Peringatan secara tertulis; dan

c.Pencabutan izin sementara atau izin tetap.

BABVH

KETENTUAN PERAJJHAN
Pasal 15

Kewajiban menyediakan ruang laktasi sebagaimana dhnaksud pada pasal 4 ayat

(2) mulai beriaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

BABVl
PENGHAKGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu



BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2019 NOMOR

PfTKRSOlf RAHGKORATAT

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR,

Ditetapkan di: SaumlaJri

padatanggal : 13 fivt^^ J 2019

BUPA

BABVIIl

KETENTUAN PENUTUP

Pasal16

Peraturan Bupati ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan Penempatannya daiam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan

Tanimbar.


